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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan
membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah
birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya
integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk
mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara perlu diatur pengendalian terhadap
gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan, karena
Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menangani hal tersebut,
maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diselaraskan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Perilaku serta
nilai-nilai yang berlaku di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur .

Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi antara
Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelayanan yang
dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Penanganan
Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap
apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus
pencitraan negatif bagi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

B. DASAR HUKUM

Sebagai pedoman dan rujukan penanganan dan pengendalian
Gratifikasi di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur berlandaskan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150).
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Permen-PAN RB RI Nomor 14
Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah;

7. Permen-PAN RB RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas Dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi
Pemerintah.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit

Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di

Bawahnya;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Pedoman Pengendalian Gratifikasi
adalah :

1. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur untuk memahami, mencegah dan
menanggulangi Gratifikasi di lingkungan Pengadilan.

2. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara dalam mengambil sikap yang tegas terhadap
Gratifikasi di lingkungan Pengadilan.

3. Mewujudkan pembangunan zona integritas Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah
birokrasi bersih dan melayani.
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BAB I
DEFINISI DAN ISTILAH

"Gratifikasi" adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi,
pinjaman tanpa bunga, Hibah, Shadaqah, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya
baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana

elektronik kepada Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur.

"Gratifikasi Dalam Kedinasan" adalah hadiah/fasilitas resmi dari

penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi instansi
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara dalam suatu kegiatan tertentu,
sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan
tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan
dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.

"Benturan Kepentingan” adalah suatu situasi atau kondisi dimana Hakim
maupun Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur yang
karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat
disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain
sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil

keputusan tersebut dapat merugikan Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur.

. Hakim atau Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur " adalah

Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub
Bagian, Panitera Pengganti, , ataupun tenaga honorer yang secara langsung
bekerja untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur.

. "Pengguna Pelayanan Pengadilan” adalah para pihak yang

berhubungan dengan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
untuk mendapatkan pelayanan hukum.



BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI

A. Gratifikasi dan Tindak Pidana Suap

Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila

diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan
dengan jabatannya serta bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.
Ketentuan di atas tidak berlaku apabila penerimaan gratifikasi dilaporkan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima.

Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

termasuk dalam definisi pegawai negeri atau penyelenggara negara di
atas.

B. Prinsip Dasar Gratifikasi

1.

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara mewajibkan semua Hakim
maupun unsur pegawai untuk mematuhi ketentuan ketentuan
perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penerimaan
Gratifikasi. Oleh karena itu, semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur DILARANG baik secara langsung atau
tidak langsung menerima Gratifikasi dari pihak manapun untuk:

a. Mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan
pemangku kewenangan.

b. Mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, wewenang
dan tanggung jawabnya.

c. Mempengaruhi proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.

d. Mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk
mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak
melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

Apabila Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur ditawarkan untuk menerima Gratifikasi maka wajib MELAKUKAN
PENOLAKAN dan memberikan penjelasan tentang berlakunya pedoman
ini di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
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Dalam kondisi tertentu, dimana Hakim maupun Aparatur Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tidak dapat menghindar untuk menerima
pemberian dari Pengguna Pelayanan Pengadilan dan/atau pada posisi
dimana barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun, pemberian
tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui
orang lain tanpa sepengetahuan Hakim maupun Aparatur Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tersebut, maka yang bersangkutan wajib
mengembalikannya kepada pemberi.

Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang
bersangkutan harus segera melaporkan dan menyerahkan barang
dimaksud kepada Tim Pengendali Gratifikasi



B. Kategori Gratifikasi

1. Gratifikasi Terkait Jabatan

a.

Gratifikasi Terkait Jabatan harus dilaporkan kepada Tim Pengendali
Gratifikasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPK jika
diperlukan sesuai ketentuan.

. Gratifikasi yang diterima Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara berupa uang atau barang harus diserahkan
kepada Tim Pengendali Gratifikasi. Atas Gratifikasi dalam bentuk uang,
dititipkan kepada Satuan Kerja Keuangan sebelum mendapat
penetapan status kepemilikannya dari KPK.

Gratifikasi yang berbentuk barang yang mudah busuk atau
rusak (misalnya makanan atau buah-buahan), maka barang tersebut
harus diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk ditentukan
pemanfaatannya.

. Penerimaan  Gratifikasi dalam bentuk barang yang sudah

daluwarsa diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk
dilakukan proses pemusnahan dengan disaksikan oleh satuan kerja
Internal Audit.

Gratifikasi berupa barang/uang/setara uang, dalam hal Hakim
maupun Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait
dengan musibah, diperbolehkan dengan nilai pemberian maksimum
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per acara per pemberi dari
pihak yang mempunyai hubungan kedinasan dengan Hakim maupun
Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur atau jumlah
lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Penerimaan Gratifikasi terkait dengan acara-acara di atas dari pihak-
pihak yang memiliki hubungan kedinasan dilaporkan kepada KPK
melalui Tim Pengendali Gratifikasi. Untuk penerimaan Gratifikasi
di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta  Rupiah), KPK  akan
menentukan status kepemilikannya.

2. Gratifikasi Dalam Kedinasan

a.

Gratifikasi Dalam Kedinasan harus dilaporkan kepada Tim
Pengendali Gratifikasi.



b. Dalam hal Gratifikasi yang diterima sifatnya khusus kepada orang
tertentu (tidak berlaku secara umum), maka status kepemilikan atas
Gratifikasi tersebut akan ditetapkan oleh Tim Pengendali Gratifikasi.

3. Gratifikasi Yang Tidak Perlu Dilaporkan

Gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan oleh
Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
adalah Gratifikasi dalam hal:

a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point
rewards atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait
dengan kedinasan.

b. Diperoleh  karena  prestasi ~ akademis atau non  akademis
(kejuaraan/perlombaan/ kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait
dengan kedinasan.

c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau
kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait
dengan kedinasan.

d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak
terkait dengan tupoksi dari Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur, tidak melanggar Benturan Kepentingan dan
kode etik Hakim/Aparatur dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung.

e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang
tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.

f.  Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus
satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang
tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.

g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana
pada huruf e dan f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan
anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-
pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima
Gratifikasi.

h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan
dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan
penerima Gratifikasi.

i Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar,
workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku
secara umum berupa seminar Kkits, sertifikat dan plakat/cinderamata;
dan diperoleh  dari acara resmi kedinasan dalam  bentuk
hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku
umum.



BAB IV
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A. Pengelola Pelaporan Gratifikasi

1. Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur membentuk Tim Pengendali
Gratifikasi yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengendalian Gratifikasi,
dengan susunan:

Ketua : Drs. H. Jeje Jaenudin, M.SI ( Hakim Tinggi)
Sekretaris  : Adenan SH.MH. ( Kabag Perencanaan & Kepeg)
Anggota : 1. Drs. Iskandar, SH. (Hakim Tinggi)

2. Ali Amran SH.,SHI.,,MH, (Kabag Umum & Keuangan)

2. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Gratifikasi antara lain:

)

Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh
Hakim atau Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan
laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Menentukan  status  kepemilikan penerimaan Gratifikasi
Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari KPK bahwa laporan
gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).

Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang
yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti
penyerahannya.

Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima
Gratifikasi dan menitipkannya kepada Direktorat Keuangan untuk
disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak
yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai
kepemilikannya.

Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur terkait dengan Gratifikasi kepada
para pemangku kepentingan.

Memberikan informasi terkait perkembangan system
pengendalian Gratifikasi kepada manajemen Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur.



© Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk
pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur.

© Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim
Pengendali Gratifikasi.

© Melaporkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi kepada Direksi
setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah
berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.

B. Mekanisme Pelaporan

1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan,
maka Hakim maupun Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur wajib melaporkan hal tersebut dan menyerahkan uang atau barang
yang diterima kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk dilanjutkan
kepada KPK apabila diperlukan sesuai yang diatur dalam Pedoman ini.

2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan oleh Hakim maupun
Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Nusa tenggara Timur melalui Tim
Pengendali Gratifikasi dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Agama NTT selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan Gratifikasi sesuai
contoh Format sebagaimana diatur dalam Lampiran Pedoman
Pengendalian Gratifikasi ini.

ct Untuk penerimaan berupa barang yang mudah rusak/busuk atau
daluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka penerimaan tersebut
diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1
(satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1
Pedoman ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memutuskan penyaluran
dari penerimaan Gratifikasi tersebut.

4. Untuk penerimaan berupa barang yang sudah daluwarsa, maka
penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan
menggunakan Lampiran 1 pedoman ini. Tim Pengendali Gratifikasi
akan memusnahkan barang Gratifikasi tersebut dengan disaksikan oleh
satuan kerja Internal Audit.

5: Untuk  penerimaan  Gratifikasi Dalam Kedinasan, penerima
melaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi sesuai contoh format
sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ini.



6. Pelaporan Gratifkasi selain berupa barang yang mudah msak/busuk atau
daluwarsa dan Gratifikasi Dalam Kedinasan dilakukan dengan
menggunakan format yang diterbitkan oleh KPK sebagaimana Lampiran 1

C. Pemantauan Gratifikasi

Satuan kerja Internal Audit bertugas untuk memonitor/memantau pelaksanaan
Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini dan memberikan laporan secara berkala
setiap tahun kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
mengenai implementasinya.

D. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Gratifikasi

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Hakim maupun Aparatur
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur . Pelanggaran terhadap
ketentuan  dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan Mahkamah Agung atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pedoman ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran 1

FORMULIR PELAPORAN
PENERIMAAN GRATIFIKASI
BERUPA BARANG YANG MUDAH
BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA

Kepada
Yth Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Nomor W23-A/  /OT.00/ 11/ 2020 Tanggal 15 Februari 2020 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur , saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan
menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama
Pelapor
NIP

Jabatan

No Tgl Bentuk Jumliah Nilai Pemberi Keterangan
Penerimaan | Penerimaan

Kupang,

Yang melaporkan/ Mengetahui Penerima Laporan
Penerima Atasan langsung/Pimpinan
Tim Pengendali Gratifikasi




Kepada

Yth Tim Pengendali Gratifikasi

Lampiran 2

FORMULIR PELAPORAN
PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM
KEDINASAN

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

Timur Nomor : W23-A/

/OT.00/ 11/ 2020 Tanggal 15 Februari 2020 tentang

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan
menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama

pelapor

NIP

Jabatan

No Tgl Bentuk Jumlah | Nilai Pemberi Dalam
Pemberian/| Pemberian/ Rangka/
Penerimaan| Penerimaan Keterangan

Banjarmasin,

Yang melaporkan/ Mengetahui Penerima Laporan

Penerima

Atasan langsung/Pimpinan

Tim Pengendali

ratifikasi




Lampiran 1

Kepada

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

BERUPA UANG ATAU BARANG

Yth. Tim Pengendali Gratifikasi

Saya vyang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan

Gratifikasi sebagai berikut:

_A. Identitas Pelapor
1 [Nama Lengkap
2 |No KTP (NIK)
3 [Tempat&Tgl. Lahir
4 Jabatan/Pangkat/Golongan
5 Uraian Instansi Nama Instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Kerja Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
6 [(Alamat Email
Nomor Telepon Seluler: Rumah:
8 Alamat Rumah Kelurahan/ Desa |Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Kode Pos
9 Alamat Kantor Kelurahan/ Desa | Kecamatan Kabupaten Provinsi Kode Pos
Kayu Putih Oebobo Kota Kupang NTT

B. Data Penerimaan Gratifikasi

Jenis Penerimaan dan Uraian

Nilai/Nominal/Taksiran

Peristiwa

Tempat dan Tanggal

. Data Pemberi Gartifikasi

Nama

Pekerjaan dan Jabatan

c
1
2

el

4

_|Alamat/Telepon/Fax/Email

Hubungan dengan
lpemberi

D. Alasan dan Kronologi

1

lasan Pemberian

Kronologi Penerimaan

Dokumen yang dilampirkan

Yang melaporkan/ Penerima

Pene

rima \_aporan



Lampiran 2

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
BERUPA BARANG YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA

Yth. Tim Pengendali Gratifikasi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan
Gratifikasi sebagai berikut:

_A. Identitas Pelapor
1 |Nama Lengkap
2 [No KTP (NIK)
3 [Tempat&Tgl. Lahir
4 abatan/Pangkat/Golongan
5 Uraian Instansi : 1 Nama Instansi : | Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Kerja . | Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

iAlamat Email

Nomor Telepon : | Seluler: ‘ Rumah:
8 Alamat Rumah : | Kelurahan/Desa |Kecamatan| Kabupaten/Kota Provinsi Kode Pos
9 Alamat Kantor : Kelurahan/ Desa |Kecamatan Kabupaten Provinsi Kode Pos

Kayu Putih Oebobo Kota Kupang NTT

B. Data Penerimaan Gratifikasi

Jenis Penerimaan dan Uraian Nilai/Nominal/Taksiran Tempat dan Tanggal
Peristiwa

C. Data Pemberi Gartifikasi

1 |[Nama

2 |Pekerjaan dan Jabatan

3 |Alamat/Telepon/Fax/Email

Hubungan dengan
4 Ipemberi

D. Alasan dan Kronologi

1 lAlasan Pemberian

2 Kronologi Penerimaan

3 Dokumen yang dilampirkan

Yang melaporkan/ Penerima Penerima Laporan



Lampiran 3
FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN
Yth Tim Pengendali Gratifikasi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan
Gratifikasi sebagai berikut:

A. Identitas Pelapor

1 |Nama Lengkap
2 INo KTP (NIK)
3 [Tempat&Tgl. Lahir
4 llabatan/Pangkat/Golongan
S Uraian Instansi : | Nama Instansi | Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Kerja © | Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
6 Alamat Email
Nomor Telepon | Seluler: [ Rumah:
8 Alamat Rumah : | Kelurahan/Desa |Kecamatan Kabupaten/ Kota Provinsi Kode Pos
9 Alamat Kantor : | Kelurahan/Desa |Kecamatan Kabupaten Provinsi Kode Pos
Kayu Putih Oebobo Kota Kupang NTT

B. Data Penerimaan Gratifikasi

Jenis Penerimaan dan Uraian Nilai/Nominal/Taksiran Tempat dan Tanggal
Peristiwa

. Data Pemberi Gartifikasi

Nama

Pekerjaan dan Jabatan

w N 0D

Alamat/Telepon/Fax/Email

Hubungan dengan
pemberi

D

D. Alasan dan Kronologi

1 |Alasan Pemberian

2 Kronologi Penerimaan

3 |Dokumen yang dilampirkan

Yang melaporkan/ Penerima Penerima Laporan



Jodejyepng jequepa] npep) jeda) JO0E GIEM, cmm_..w. E:.mm.

requepsay i nviep ecz) ] Joge) yeong [ <oce1wnjzg

e
Jode] yepng

Q v8
NdYHT uetedwefusd j1jels uejeda}ay ueynjeday > XOgUYW
i eliay dungng . ug|es3 ’ NN $NIRIS » uRJode] SluRr
S e ) :_._cm_-.,._nxc._um._uwa_.m.n
£1:00:0 0Z02/70/87 ¢ (e6Buk) 43d eyeg ueyueUag A ONILYOdaY~®
viedaN eied3us[pAusq ueynjeday SULIONUOR . Shksd

o

LR LS

ONNOY

(PP T PR |
ONYANY YWYOY IDONI] NYIIQYONId Ovd  NViONVd  YONVE3E C Q Ji_m
[FFE20 LN HIGY! WOY'S TIDJUAW |AuZnYYy njoY

: o . a 2 el jun ueynjeds

I aHTW

J0690L¥SZ8889753098L78£07599 _

293G cq9g=bdpdudwapuyprobydyudiys 8 D -

SLlolUll



Yth, Sdr AHSIN ABDUL HAMID
MAHKAMAH AGUNG
DiTempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

J1. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : AHSIN ABDUL HAMID

Jabatan . KETUA - PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG - PENGADILAN TINGGI
AGAMA KUPANG

Bidang : YUDIKATIF

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikiimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak peru dikirim
kembadili).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas
email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id| elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198




KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ABDULLAH

NIK : 3374151603600003

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Jabatan : WAKIL KETUA

Jenis Laporan  : Periodik - 2019

Tanggal Kirim : 20 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

\ Lengkap

Tidak Lengkap

*) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

------




MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

J1. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RD. MAHBUB TOBRI

Jabatan ; HAKIM TINGGI - PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG - PENGADILAN
TINGGI AGAMA KUPANG

Bidang : YUDIKATIF

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2019

Berdasrkan data yang kami miliki bahwa laporan LHKPN terdahulu Saudara tercatat tidak
lengkap, oleh karena itu mohon segera mencetak dan menandatangani di atas meterai setiap
nama dalam Surat Kuasa yang terlampir dalam email ini dan mengirimkannya ke Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK. Apabila Saudara tidok mendapatkan lampiran,
silakan mengunduh di halaman Riwayat Harta dan Data Keluarga aplikasi e-Filing LHKPN,

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda
terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN
telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikiimkan dengan batas
waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudoh pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembaili).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id
atau call center 198,

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www .kpk.go.id| elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198




Yih. Sdr HASNAWATY ABDULLAH
MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

J1. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : HASNAWATY ABDULLAH
. HAKIM TINGG! - PENGADILAN TINGG!I AGAMA KUPANG - PENGADILAN

Jabatan * TINGGI AGAMA KUPANG
Bidang . YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2019

Berdasrkan data yang kami miliki bahwa laporan LHKPN terdahulu Saudara tercatat
fidak lengkap, oleh karena itu mohon segera mencetak dan menandatangani di atas
meterai setiap nama dalam Surat Kuasa yang terlampir dalom email ini dan
mengirimkannya ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK. Apabia
Saudara tidak mendapatkan lampiran, silakan mengunduh di haloman Riwayat Harta
dan Data Keluarga aplikasi e-Filing LHKPN,

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN okan kami kirimkan seteloh Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN,
Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan
batas wakiu 2 minggu {jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim
kembali).

Unfuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN




Yth. Sdr JEJE JAENUDIN
MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : JEJE JAENUDIN
HAKIM TINGGI - PENGADILAN TINGGI KUPANG - PENGADILAN TINGGI
Jabatan g
KUPANG
Bidang . YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikiimkan dengan

batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikiim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas
email ini,

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198




Yth. Sdr ISKANDAR
MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

J1. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . ISKANDAR
. HAKIM TINGGI - PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG - PENGADILAN

Jabatan " TINGGI AGAMA KUPANG
Bidang : YUDIKATIF
Lembaga - MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan felah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikiimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak peru dikirim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kefjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda fidak perlu membalas
email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198




Yth. Sdr ASEP SAEFUDIN M.

MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

J1. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ASEP SAEFUDIN M.

Fubata . HAKIM TINGGI - PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG - PENGADILAN
TINGGI AGAMA KUPANG

Bidang . YUDIKATIF

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2019

Berdasrkan data yang kami miliki bahwa laporan LHKPN terdahulu Saudara tercatat
fidak lengkap, oleh karena itu mohon segera mencetak dan menandatangani di atas
meterai setiap nama daloam Surat Kuasa yang terlampir dalam email ini dan
mengirmkannya ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK. Apabila
Saudara tidak mendapatkan lampiran, silakan mengunduh di halaman Riwayat Harta
dan Data Keluarga aplikasi e-Filing LHKPN.

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakon Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pemah disampaikan tidak peru dikirim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjosama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasin

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN




Yth. Sdr LALU MUHAMAD TAUFIK

MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

J1. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

KeK /

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : LALU MUHAMAD TAUFIK

Jabatan . PANITERA - PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG - PENGADILAN TINGG!
AGAMA KUPANG

Bidang : YUDIKATIF

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 13 November 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan teloh kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikiimkan dengan
batas wakiu 2 minggu ({jika Surat Kuasa sudah permah disampaikan tidak peryu dikinm
kembati).

Untuk informasi  lebin lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email

elhkgn@kgk.go.id atau call center198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendoftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secarg ctomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak periu membalas
emad ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198



VAL 1INV MO UIND

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan
ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama :  BAHRUDIN
JabataR SEKRETARIS - PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG -
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
_Bidang . YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Tanggal / Tahun
Pelaporan 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda
terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN
telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara
otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini
sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara

melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk
menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. lkhtisar LHKPN bukan
merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas
waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui
email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikiimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia

dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan
keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim
dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima




Yth. Sdr AISYAH ABDURAJAK
MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama . AISYAH ABDURAJAK

Tabatii . PANITERA MUDA HUKUM - PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG -
* PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Bidang . YUDIKATIF

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan
LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas
waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id
atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id| elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198



Yth. Sdr KHAERUDDIN
MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kiimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : KHAERUDDIN

Jabatan . PANITERA PENGGANTI - PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG -
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Bidang . YUDIKATIF

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan sefelah Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Sefelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikiimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan fidak perlu dikirim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas
email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198




Yth. Sdr UMMI KALSUM
MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

KPK J

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : UMMI KALSUM

Jabatan . PANITERA PENGGANTI - PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG -
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Bidang . YUDIKATIF

Lembaga . MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kiimkan setelah Dokumen Kelengkapan felah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center198.

Afas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas
email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id| elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198




Yih. SAr YUNUS KAPA
MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

J1. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : YUNUS KAPA
_ PANITERA PENGGANTI - PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG -

Jabatan " PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda fidak perlu membaias
email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www .kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198




Yth. Sdr MOHAMMAD ARSYAD RATULOLY
MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950
LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

KPK_/

Atas Nama : MOHAMMAD ARSYAD RATULOLY
PANITERA PENGGANTI - PENGADILAN TINGGI
Jabatan . AGAMA KUPANG - PENGADILAN TINGGI
AGAMA KUPANG
Bidang : YUDIKATIF
Lembaga . MAHKAMAH AGUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan : 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan
LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak
secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam
Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara

melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga
untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. lkhtisar LHKPN
bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas
waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui
email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email
ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.qgo.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia
dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru
dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera
hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun

Anlrismmmn Amtaly Tavimam ranihk




Yth. Sdr JUHNI
MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama + JUHNI
_ PANITERA MUDA BANDING - PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG -

Jabatan * PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
Bidang . YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN,
Tanda terima LHKPN akan kami kiimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikiimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jka Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak peru dikirim
kembadli).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui  email
elhkpn@kpk.go.id atau call center198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas
email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198




Yth. Sdr AL AMRAN
MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/ibu kirimkan felah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMIS!I PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

J1. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : AL AMRAN
. KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN - PENGADILAN TINGG! AGAMA

Jabatan * KUPANG - PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
Bidang . YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kiimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4, Surat Kuasa dapat segera dikiimkan dengan
batas waoktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak peru dikiim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjuf, silagkan menghubungi kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikiim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas
email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id| elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198



Ul N M e YUY

MAHKAMAH AGUNG
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan
sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama :  ADENAN
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN -

Jabatan :  PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG - PENGADILAN
TINGGI AGAMA KUPANG

Bidang : YUDIKATIF

Lembaga . MAHKAMAH AGUNG

Tanggal / Tahun

Pelagpgoran 2019

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima
LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis
dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN
yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elnkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu
(jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak periu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center
198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198

Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup,
jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika
Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya,
baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.













Gmail - Fwd: [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik https:/mail.google.com mail u 171k =319 TaleS& viewn pr&e

Hasna Ramli <hasna18187@gmail.com>

Fwd: [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik
1 pesan

Hasnawaty Abdullah <abdullahhasnawaty99@gmail.com> 27 Februari 2020 09.16
Kepada: hasna18187@gmail.com

---------- Forwarded message ---------

Dari: <efiling@pajak g >

Date: Kam, 27 Feb 2020 pukul 08 56

Subject: {e-Filing] Bukti Penerimaan Elekironik
To: <abdullahhasnawaty99@gmail.com>

Penyampaian SPT Elektronik
@ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : HJ HASNAWATY ABDULLAH, DRA
NPWP : 700196157624000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak ; -/-
Jenis SPT : 17708
Pembetulan ke - Q
Status SPT : Nihil
Nominal: 0
Tanggal Penyampaian : 27/02/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 651572063182007278007

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana
dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum
bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat
diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun
badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap
menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta
setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang
dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf £ Angka 4

lofl 2770272020,












Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : LALU MUHAMAD TAUFIK
NPWP : 058905449911000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/
Jenis SPT : 17708
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0 :
Tanggal Penyampaian : 25/02/202C
Nomor Tanda Terima Elektronik : 454492063882050253510

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Penyampaian SPT Elektronik
€ Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik
Anda.

Nama : BAHRUDIN
NPWP : 143085017723000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT: 17708
Pembetulan ke : O
Status SPT : Nihil
Nominal : O
Tanggal Penyampaian : 22/01/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik :
550171063922041223407

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT
Anda.







efiling@pajak.go.id 16.09

kepada saya v

€

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : IBRAHIM IMANG
NPWP : 075378703922000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT: 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 36271750
Tanggal Penyampaian : 27/02/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik :
907032063162070270415

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT
Anda.



Penyampaian SPT Elektronik
@ Direktorat Jenderal Pajak =
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : KHAERUDDIN
NPWP : 761449818922000

Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 22/01/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 648181063602067229515

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Ands.

Nama : MASDRIYANSYAH
NPWP : 084242197922000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT: 17708
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
~ Tanggal Penyampaian : 13/02/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 321972063792080135409
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



i

Penyampaian SPT Elektronik
€ Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : YUNUS KAPA
NPWP : 754351567925000

Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 31/01/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 015671063492057318114
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MUHAMMAD ARSYAD RATU LOLY
NPWP : 142547645921000

Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 27/01/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 626451063762041274209
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Penyampaian SPT Elektronik
€ Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ALI AMRAN
NPWP : 148849540922000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 17708
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 12/02/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 015402063922041124307

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Menanmewti cler 729 @ gueit - Coua
Wivdetyegey

Judul [e-~Filing] Bukti Penerimaan Elektronik
Dart efiling@pajak.go.id

Kepada: adenan12l@yshoo.co.id

Tanggal Senin, 2 Aprit 2018 09.33.27 GMT+7

Penyampaian SPT Elektronik
@ Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ADENAN
NPWP : 075319665924000
Tahun Pajak : 2017
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 17708
Pembetulan ke ;: 0
Status SPT : Nihil
Nominal ;: 0
Tanggal Penyampaian : 02/04/2018
Nomor Tanda Terima Elekironik 626654063531870023009

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Penyampaian SPT Elektronik
€ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : TRIMO
NPWRP : 142974013925000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 17708
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 07/02/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 400132063012041079114

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



1/21/2020 Gmail - [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

E\4 Gm aii siswanti koe <siswantikoe@gmail.com>

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id> 13 Januari 2020 12.14
Kepada: siswantikoe@gmail.com

Penyampaian SPT Elektronik
€ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : SISWANT]
NPWP : 156886491922000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 17708
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
— Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 13/01/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 414911063472051133011

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud
pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala
bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain
atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada
tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu
kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c¢.q. Direktorat KITSDA dan
segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang
dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

https://mail.gooale.com/mail/u/0?ik=b80f49d892&view=pt&search=all&permmsaid=msa-f%3A1655584951327801236&simpl=msa-f%3A1655584... 1/1



1721 42020 Yahoo Mail - [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

From: efiling@pajak.go.id
To: nong1112@yahoo.com
Date: Tuesday, January 21, 2020, 11:48 AM GMT+8

Penyampaian SPT Elektronik
€ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elekironik Anda.

Nama : NURHAYATI LEPANG
NPWP : 156886509922000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 21/01/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 845091063942051211110

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud
pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala
bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan uniuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain
atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada
tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang beriaku. Jika karena
(uatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA
“~dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh fampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang
dikiimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



Penyampaian SPT Elektronik
€ Dircktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : FATIMA WADON
NPWP : 156210361926000
Tahun Pajak : 2019
-Masa Pajak : -/~
Jenis SPT : 17708
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 21/01/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 723611063222051215012
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



)

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : YULIYANTO
NPWP : 163399355922000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 17705
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 24/01/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 603551063622061240310

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : FITRIA
NPWP : 156886483922000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 17708
Pembetulanke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 26/02/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 054832063152051260408

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



PenyampalanSPTElektmﬁ \
- - @ Direktorat Jenderal Pajak |
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : NURHAYATI PAHWALI
NPWP : 158639344922000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 17708
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 21/01/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 713441063472051212212
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.






Penyampaian SPT Elektronik
@ Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ARIYANI WARI DOKEN
NPWP : 157583758926000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 21/01/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik :
927581063422051219213
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT
Anda
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Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : RUSTAM
NPWP : 162048334922000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 17708
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 29/01/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 013341063192061292013

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.




S

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik-Anda.

Nama : ACHMAD HORSAN
NPWP : 789638434921000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 17708
Pembetulari ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 21/01/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 414341063862087216013
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



Penyampaian SPT Elektronik
€ Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : DONI KUSSULISTIANTO S. PANE
NPWP : 159848266922000

Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 21/01/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik ; 252661063292051216012

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

()






BUKTiI PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DATA PRIBADI
Nama :TRIMO, SH.,MH.
NIP 1 197104131893031002
Golongan/Pangkat: iH/d - Penata Tk, |
Jabatan :Kepala Sub. Bagian Umum
Eselon iV.a
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Instansi :Mahkamah Agung Rl

INFORMASI LAPORAN
Nomor Pelaporan ;877776001
Tanggal Lapor : 14 Desember 2015
NPWP . 14.297.401.3-825.000
Status Pelaporan :Tahaptaput - Verifikasi - Felab-Diverifikasi

Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan melalui online
pada situs siharka.menpan.go.id.

L

877776001

877776 1 877776001 25 Januari 2016

BUKTI PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DATA PRIBAD!
Nama TTRIMQ, SH.,MH,
NIP 1 197104131993031002
Golongan/Pangkat: lil/d - Penata Tk. |
Jabatan :Kepala Sub. Bagian Umum
Eselon V.a
Unit Kerja :Pengadilan Tinggi Agama Kupang
Instansi :Mahkamah Agung RI

INFORMASI LAPORAN
Nomor Pelaporan : 877776001
Tanggal Lapor : 14 Desember 2015
NPWP 114.297.401.3-925.000

Status Pelaporan :Tahap-laput - Verifikasi - Telah-Diverifikasi

Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan melalui onfine
pada situs siharka.menpan.go.id.

877776001

877776 1 377776001 25 Januari 2016

https://siharka.menpan.go.id/




BUKTI PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DATA PRIBADI

Nama : DONI KUSSULISTIANTO SITORUS
NP : 197709092008421002
Golongan/Pangkat : il/b - Pengatur Muda Tk. |

Jabatan : Biaf Umum

Eselon :STAFIFUNGSIONAL UMUM

Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Kupang
Instansi : Mahkamah Agung RI

INFORMAS! LAPORAN
Nomor Pelaporan ;882360001
Tanggal Lapor 130 September 2015
NPWP : 15.984.826.6-922.000
Status Pelaporan :Fahap-lpput - Verifikasi - Telab-Diverfikas

Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan melalui online
pada situs siharka.menpan.go.id.

882360001

BR2360 / 882360001 01 Februeri 2018




BUKTI PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

e ]

DATA PRIBADI
Nama :NURHAYAT!I PAHWALI
NIP :197811012009042003
Golongan/Pangkat : li/d - Pengatur Tk. |
Jabatan : Staf Subbag Kepegawaian
Eselon : STAF/FUNGSIONAL UMUM
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Kupang
Instansi :Mahkamah Agung Ri

INFORMASI LAPORAN
Nomor Pelaporan :883296001
Tanggal Lapor :22 Oktober 2015
NPWP :15.863.934.4-922.000
Status Pelaporan :Tahap-laput - Verifikasi - Felah-Diverifikasi

Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan melalui onfine
pada situs siharka.menpan.go.id.

AT

883296001

883206 / 883296001 22 Oktober 2015

BUKTI PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

e e R S T N At Tk S S s

DATA PRIBADI
Nama :NURHAYATI PAHWALI
NIP :197811012009042003
Golongan/Pangkat: ll/d - Pengatur Tk. |
Jabatan : Staf Subbag Kepegawaian
Eselon 1 STAF/FUNGSIONAL UMUM
Unit Kerja :Pengadilan Tinggi Agama Kupang
Instansi : Mahkamah Agung Rl

INFORMASI LAPORAN

Nomor Pelaporan :883296001

Tanggal Lapor 122 Oktober 2015

NPWP :15.863.934.4-922.000

Status Pelaporan :TFahapinput - Verifikasi - Telah-Diverifikasi

Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan melalui online
pada situs siharka.menpan.go.id.

WA

883296001

883296 / 883296001 22 Oktober 2015

https://siharka.menpan.go.id/




BUKT!I PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DATA PRIBADI
Nama T HUSNAEN!
NIP 1187612122011012005
Golongan/Pangkat: lli/b - Penata Muda Tk. |
Jabatan : FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG /
JASA PERTAMA
Eselon :STAF/FUNGSIONAL TERTENTU AHLI
Unit Kerja - PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
Instansi : Mahkamah Agung Ri )
INFORMASI LAPORAN

Nomor Pelaporan ;881776001

Tanggal Lapor 126 Januari 2016

NPWP :16.143.918.5-922.000

Status Pelaporan :Tahap-laput - Verifikasi - Felah-Divedfikasi

Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan melalui online

881776001

pada situs siharka.menpan.go.id.

881776 / 881776001 27 Januarl 2018




BUKTI PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DATA PRIBADI
Nama :ARIYANI WARI DOKEN
NiP :188205022008042006
Golongan/Pangkat : il/d - Pengatur Tk. |
Jabatan :8TAF
Eselon :STAF/FUNGSIONAL UMUM
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Kupang
Instansi : Mahkamah Agung Ri
INFORMAS! LAPORAN

Nomor Pelaporan : 886344001

Tanggal Lapor 127 Januari 2016

NPWP 115.758.375.8-926.000

Status Pelaporan :Tahaplaput - Verifikasi - Teleh-Divesifikasi

Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan melalui onfine
pada situs siharka.menpan.go.id.

AR RN

886344001

886344 / 888344001 27 Januart 2018




BUKTI PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DATA PRIBADI
Nama :NURHAYATI LEPANG AMA
NIP :188401112009122004
Golongan/Pangkat: lil/b - Penata Muda Tk. |
Jabatan : Staf Kepegawaian
Eselon {STAFFUNGSIONAL UMUM
Unit Kerja :Pengadilan Tinggi Agama Kupang
Instansi :Mahkamah Agung RI

INFORMASI LAPORAN
Nomor Pelaporan : 887860001
Tanggal Lapor 107 Qktober 2015
NPWP :15..68.8.6.5-0.9.922
Status Pelaporan Fahap-laput - Masifikasi - Telgh Diverifikas

Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan melalui onfine

pada situs siharka.menpan.go.id.

IARIFRI

887860001

8B7860 / 887860001 01 Februar 2016




BUKTI PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DATA PRIBADI
Nama : SISWANTIL
NIP - 198204052008042008
Golongan/Pangkat: Hi/b - Penata Muda Tk, |
J*atan : Staf
Loon ' STAFFUNGSIONAL UMUM
Unit Ketja : Pengadilan Tinggi Agama Kupang
instansi : Mahkamah Agung Rl
INFORMASI] LAPORAN

Nomor Pelaporan 886263001

Tanggal Lapor 101 Okiober 2015

NPWP :15.688,648.1-822.000

Status Pelaporan :Fahapinput - Merifikesi - Telah Diverifikasi

Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan melalui onfine
pada situs siharka.menpan.go.id.

AR

886263001

886263 / 886263001 27 Jenuari 2018

https:isiharka.menpan.go.ld/



BUKTI PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DATA PRIBADI
Nama :YUNUS KAPA
NIP :195806171991031001
Golongan/Pangkat : lll/d - Penata Tk. |
Jabatan :PANITERA PENGGANTI
Eselon :STAF/FUNGSIONAL UMUM
Unit Kerja :PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
Instansi :Mahkamah Agung RI

INFORMASI LAPORAN
Nomor Pelaporan :863589001
Tanggal Lapor :27 Januari 2016
NPWP 114.378.911.3-922.000
Status Pelaporan ;Tahaplaput - Verifikasi - Telah-Diverifikasi

Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan melalui online

pada situs siharka.menpan.go.id.

ARG

863589001

863589 / 863589001 27 Januari 2016




BUKTI PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DATA PRIBAD}

Nama :FATIMA WADON

NIP :1188201182008042007

Golongan/Pangkat: lil/b - Penata Muda Tk. |

Jabatan :KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH
TANGGA

Eselon WV.a

Unit Ketja :PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Instansi :Mahkamah Agung Ri

INFORMASI LAPORAN

Nomor Pelaporan 1886093002
Tanggal Lapor 115 Agustus 2016
NPWP :15.621.036.1-926,000

Status Pelaporan :Fabap-laput - Verifikasi - Folah-Diverifikasi

Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan meilalui anline
pada situs siharka.menpan.go.id,

N

886093002

886093 / 836093002 22 September 2016

BUKTI PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
e ——
DATA PRIBAD}
Nama :FATIMA WADON
NIP 11982011 82009042007
Golongan/Pangkat  lii/b - Penata Muda Tk. |
Jabatan :KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH
TANGGA
Eselon ‘N.a
Unit Kerja :PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
Instansi :Mahkamah Agung RI
INFORMASI LAPORAN

Nomor Pelaporan - 886093002
Tanggal Lapor 15 Agustus 2016
NPWP 115,62 1.036,1-926.000

Status Pelaporan : Fohap-teput - Verifikasi - Felah-Diverifikasi

Pelaporan hartg kekayaan telah dilaporkan melalyj onfine
pada situs siharka.menpan.go.id.

QT

886093002

888093 / 886093002 22 Beptember 2016

o hittps:/isiharka.menpan.go.id/



BUKTI PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DATA PRIBADI

Nama :JUHNI
NIP :196812311994031108
Golongan/Pangkat:1V/a - Pembina
Jabatan - PANITERA MUDA BANDING
Eselon - STAF/FUNGSIONAL TERTENTU TERAMPIL
Unit Kerja - PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
Instansi - Mahkamah Agung RI

INFORMASI LAPORAN

Nomor Pelaporan :875707001

Tanggal Lapor - 05 Oktober 2015

NPWP :09.626.710.8-922.000

Status Pelaporan :Fahaplnput - Verifikasi - Teloh-Diverifikast

Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan melalui online

pada situs siharka.menpan.go.id.

AR

875707001

875707 / 875707001 26 Januari 2016




BUKTI PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DATA PRIBADI
Nama :UMMI KALSUM
NIP 1196206161999032001
Golongan/Pangkat : iii/d - Penata Tk, |
Jabatan :PANITERA PENGGANTI
Eselon :STAFIFUNGSIONAL UMUM
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
Instansi :Mahkamah Agung RI

INFORMASI LAPORAN

Nomor Pelaporan ;868223001
Tanggal Lapor 126 Januari 2016
NPWP :08.424.218.7-922.001

Status Pelaporan : ¥ahapinput - Verifikasi - Telah-Diverifikasi

Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan melalui online
pada situs siharka.menpan.go.id.

IR

868223001

868223 / 868223001 26 Januari 2016




Lembar ke-1 : untuk pimpinan
INSTANSI PEMERINTAH

Mahkamah Agung RI
SIFAT RAHASIA
NO LAPORAN : 876059001
1. Mama Lengkap : ADENAN, NPWP : 07..52.1.8.6-6.5.924
2. Nomor KTF : 5371041205690014
3. Jenis Kelamin ¢ Laki-Laki
4. Tempat/Tgl Lahir o LOMBOK TIMUR, 12 Mei 1969
5. Agema o istam
6, Status Perkawinan : Sudah Kawin
7. NIP 1 196905121993031004
8. Pangkat : Penata Tk. Hil/d Mulai tanggal 01 Aprit 2015
9, Jabatan ! Kepala Sub Bagian Kepegawaian Mulai tanggal 01 Maret 2010
10. Eselon o Ma
11. Unit Kerja :  Pengadilan Tinggi Agama Kupang
12. Alamat
=ty " Jin. Perintis Kemerdekaan Kota Kupang gg:e Soezg
= Rumaly Jdin. Perintis Kemerdekaan Kota Kupang gg:e Se2es
13. No. Telepon -
I. HARTA KEKAYAAN
11, HARTA TIDAK BERGERAK Rp. 510.000.000,00
L2.  HARTA BERGERAK (MOBIL, MOTOR, DLL) Ro. 30.500.000,00
13. SURAT BERHARGA Rp. 0,00
L4, UANG TUNAL DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA Rp. 0,60
L5, PIUTANG (BARANG, UANG) Rp. 0,00
SUB TOTAL HARTA Rp. 540.500.000,00
1.6.  HUTANG {-} Rp. 230.400.000,00
TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 310.106.000,00
Il. PENGHASILAN
1. PENGHASILAN DARI JABATAN (PER TAHUN) Rp. 138.876,800,00
2.  PENGHASILAN DARI PROFES / KEAHLIAN (PER TAHUN) Rp. 6,00
1.3, PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN) Rp. 0,00
4.  PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNYA Rp. 0,00
1.5,  PENGHASILAN DARI ISTRISUAMI YANG BEKERJA Rp. 0,00
TOTAL PENGHASILAN Rp. 139.876.800,00
.6, PENGELUARAN (PER TAHUN) 3
11.6.1. PENGELUARAN RUTIN =) Rp. 96.000.000,00
1.6.2. PENGELUARAN LAINNYA =} Rp. 12.000.000,00
TOTAL PENGELUARAN Rp. 108.000,000,00
PENGHASILAN BERSIH Rp. 31.876.800,00

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil | = s e eaens e masanensiase 20...
Negar (LHKASN) ini dibuat dengan data yang sebenar-benarnya yang melaporkan
dan dalam keadaan sadar.

ADENAN,
NiP 196905121993031004

R DGR TR ET ART (1



